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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154 TAHUN 2014

TENTANG
KELEMBAGAAN PENYULUHAN

PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4660);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5018);

7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KELEMBAGAAN
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN
KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya
disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama
serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan
mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar,
teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya
untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan
kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian
fungsi lingkungan hidup.
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2. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau
masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan
penyuluhan.

3. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian,
menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan, dan/atau
menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

BAB II
KELEMBAGAAN PENYULUHAN PEMERINTAH

Pasal 2

Kelembagaan penyuluhan pemerintah terdiri atas:

a. kelembagaan penyuluhan pada tingkat pusat;

b. kelembagaan penyuluhan pada tingkat provinsi;

c. kelembagaan penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota; dan

d. kelembagaan penyuluhan pada tingkat kecamatan.

BAB III
KELEMBAGAAN PENYULUHAN PADA TINGKAT PUSAT

Pasal 3

Kelembagaan penyuluhan pada tingkat pusat berbentuk badan yang
menangani penyuluhan, terdiri atas:

a. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian di Kementerian Pertanian;

b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
di Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan

c. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kehutanan di Kementerian Kehutanan.

Pasal 4

(1) Badan pada masing-masing Kementerian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri.

(2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 5

Badan yang menangani penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
mempunyai tugas:
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a. menyusun kebijakan nasional, programa penyuluhan nasional,
standardisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana,
serta pembiayaan penyuluhan;

b. menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data,
pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan;

c. melaksanakan penyuluhan, koordinasi, penyeliaan, pemantauan dan
evaluasi, serta alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan;

d. melaksanakan kerja sama penyuluhan nasional, regional, dan
internasional; dan

e. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil,
swadaya, dan swasta.

Pasal 6

Susunan organisasi dan tata kerja Badan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELEMBAGAAN PENYULUHAN

PADA TINGKAT PROVINSI

Pasal 7

Kelembagaan penyuluhan pada tingkat provinsi berbentuk Badan
Koordinasi Penyuluhan.

Pasal 8

(1) Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

(2) Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diketuai oleh Gubernur.

Pasal 9

Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor,
optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan
unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan
sasaran penyuluhan;

b. menyusun kebijakan dan programa penyuluhan provinsi yang sejalan
dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional;

www.djpp.kemenkumham.go.id



2014, No.3115

c. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat
bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan
usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah;
dan

d. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil,
swadaya, dan swasta.

Pasal 10

(1) Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Penyuluhan terdiri atas
Ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota dari unsur
pemerintah daerah provinsi.

(2) Badan Koordinasi Penyuluhan dalam melaksanakan tugas koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi di bidang penyuluhan melibatkan unsur
pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran
penyuluhan.

(3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan.

Pasal 11

(1) Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan.

(2) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan dipimpin oleh seorang
kepala setingkat eselon II.a.

(3) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua
Badan Koordinasi Penyuluhan melalui Sekretaris Daerah.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan diatur dengan Peraturan Daerah, yang ditindaklanjuti
dengan Peraturan Gubernur.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi
dan tata kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah
mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara.

BAB V
KELEMBAGAAN PENYULUHAN

PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pasal 12

Kelembagaan penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan
pelaksana penyuluhan.
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